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SARI 

 

Lailiyah, Nikmatul. 2019. “Efektivitas E-Billing System dalam Pembayaran Pajak 

bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Batang”. Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, 

Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si. 

Kata kunci: Efektivitas, Pembayaran Pajak, e-Billing system 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas e-Billing system 

dalam pembayaran pajak serta kendala penggunaan bagi wajib pajak di KPP 

Pratama Batang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik 

analisis deskriptif persentase dan interactive model. Sumber data diperoleh dari 

penyebaran kuesioner dan wawancara kepada wajib pajak yang pernah 

menggunakan e-Billing system secara mandiri dengan teknik pengambilan sampel 

accidental sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-Billing system dalam 

pembayaran pajak bagi wajib pajak di KPP Pratama Batang dengan subjek 

penelitian wajib pajak yang pernah menggunakan e-Billing system secara mandiri 

kurang efektif. Hal ini dikarenakan kualitas sistem yang masih sering mengalami 

gangguan dan kualitas informasi yang dirasa belum terhindar dari kesalahan oleh 

wajib pajak, serta keberhasilan sasaran yang masih kurang efektif dikarenakan 

rendahnya tingkat penggunaan oleh wajib pajak secara mandiri. Kendala 

penggunaan e-Billing system bagi wajib pajak meliputi kendala internal dari 

kemampuan berteknologi, kesadaran wajib pajak, ketelitian wajib pajak dan 

kendala eksternal dari server down, keterbatasan fasilitas, ketidakstabilan koneksi 

internet wajib pajak.  

Saran yang diberikan adalah perlunya perhatian terhadap kualitas sistem e-

Billing oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola sistem mengingat sistem 

yang sering down, seperti menerapkan tanggal batas pembayaran berdasarkan 

jenis pajak untuk meminimalkan penggunaan padat oleh wajib pajak. Perlunya 

pemberian sosialisasi baik secara materi maupun praktik, pemberian pengetahuan 

tentang jenis pajak dan jenis setoran, serta pemberian arahan kepada wajib pajak 

agar bertindak lebih teliti dalam mengisi Surat Setoran Elektronik (SSE) pada e-

Billing system untuk meminimalkan kesalahan dan pengulangan pembuatan kode 

Billing. 
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ABSTRACT 

Lailiyah, Nikmatul. 2019. “The Effectiveness of the E-Billing System in Tax 

Payments for Taxpayers in the Tax Office Batang.”. Thesis Department of 

Development Economics. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. 

Advisor Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si. 

Keywords: Effectiveness, Tax Payments, e-Billing system 

 

The aims of this study to find out the effectiveness of the e-Billing system 

in tax payment in the Tax Office Batang. The methode of research is quantitative 

descriptive with percentage descriptive analysis techniques and interactive 

models. Sources of data obtained from the distribution of questionnaires and 

interviews with taxpayers who have used the e-Billing system independently with 

sampling techniques accidental sampling. 

The results showed that the effectiveness of the e-Billing system in the 

payment of taxes for taxpayers in the Tax Office Batang with taxpayer research 

subjects who had used the e-Billing system independently was less effective. This 

is because the quality of the system is still often interrupted and the quality of 

information that is felt has not been avoided by mistakes by taxpayers, as well as 

the success of targets that are still less effective due to the low level of use by 

taxpayers independently. Constraints on the use of e-Billing systems for taxpayers 

include internal constraints from technological capabilities, taxpayer awareness, 

taxpayer accuracy, and external constraints of system disruption, limited facilities, 

instability of personal taxpayers' internet connections. 

The advice given is the need for attention to the quality of the e-Billing 

system by the Directorate General of Taxes who operate the system, such as 

applying a payment deadline based on the type of tax to minimize solid usage by 

taxpayers. Need for socialization both materially and practically, providing 

knowledge about the types of taxes and types of deposits, as well as giving 

directions to taxpayers to act more carefully in filling out Electronic Deposit 

(SSE) on e-Billing systems to minimize errors and repetition of making Billing 

codes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia menerapkan sistem perpajakan yang menjadikan pajak sebagai 

salah satu sumber kontribusi dalam penerimaan negara. Undang-Undang Negara 

No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam 

pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kontribusi 

bersifat wajib yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi 

maupun wajib pajak badan dengan sifat paksaan tanpa mendapat imbalan secara 

langsung berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan 

negara dalam  menyejahterakan masyarakat.  

Prinsip anggaran berimbang dan dinamis digunakan oleh pemerintah 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cara untuk 

mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pungutan pajak dilakukan 

sebagai salah satu cara memperluas sumber-sumber penerimaan negara guna 

peningkatan penerimaan negara (Hudiyanto, 1992). Pentingnya peran pajak dalam 

menunjang perekonomian negara juga diungkapkan oleh Supramono & 

Damayanti (2015) bahwa pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun mampu 

menyokong penerimaan negara. Hal tersebut dibuktikan ditahun 2013 pajak sudah 

mampu menyumbang sebesar 70% dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, 

penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak, Berikut merupakan 

data rekap penerimaan pajak negara tujuh tahun terakhir berdasarkan realisasi dari 

APBN:



2 
 

 
 

 
Gambar 1.1. Penerimaan Perpajakan 

Sumber : APBN, diolah 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sektor pajak menduduki porsi terbesar 

dibandingkan sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun hibah 

dalam penerimaan negara. Pertumbuhan pajak mengalami kenaikan secara 

signifikan dari tahun 2013 - 2016. Di tahun 2016 penerimaan pajak meningkat 

drastis di titik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 86,2% dalam 

penerimaan negara. Persentase penerimaan pajak menurun dalam penerimaan 

negara dua tahun terakhir. Kondisi tersebut dikarenakan adanya kenaikan sumber 

lain, seperti PNPB yang tumbuh mencapai 147,8% dari APBN 2018 di tahun 2018 

(Kemenkeu.go.id, 2019). Hal tersebut tidak mengubah bahwa pajak menjadi salah 

satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. 

Reformasi perpajakan (tax reforms) merupakan salah satu cara yang 

ditempuh pemerintah sebagai langkah pengoptimalan upaya penerimaan negara 

disektor pajak (Hudiyanto, 1992). Tax reforms yang mencakup reformasi 

kebijakan (tax policy reforms) dan reformasi administrasi (administrative reforms) 
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dilakukan untuk mendapati penerimaan dan sistem perpajakan yang lebih baik, 

salah satunya dengan pengubahan sistem pemungutan pajak dari official 

assessment system menjadi self assessment system. Pemungutan pajak yang 

memberikan segala kewenangan mulai dari menghitung, membayar, dan 

melaporkan besarnya pajak yang tertanggung diberikan kepada wajib pajak 

sepenuhnya. Hal tersebut menjadikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

sebagai salah satu faktor penting dalam penentuan berhasil tidaknya  perpajakan 

di Indonesia, sedangkan kesadaran wajib pajak akan ditentukan oleh sistem 

pelayanan yang diterima dalam pengurusan perpajakan. 

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi hal yang perlu diperhatikan 

pemerintah disamping tuntutan dalam memberikan pelayanan yang baik guna 

mawujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, 

untuk mencapainya pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan informasi 

dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan berbasis elektronik (e-

government). Konsep e-government menjadi patokan pemerintahan saat ini dalam 

memaksimalkan pelayanan publik, salah satunya dalam sektor perpajakan. Wujud 

dari perbaikan pelayanan tersebut dimulai dari dikeluarkannya peraturan Nomor 

32/PMK.05/2014 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penerimaan 

Negara Secara Elektronik. Peraturan tersebut sebagai terobosan dalam 

penatausahaan kinerja dan pertanggungjawaban atas penerimaan negara agar 

output yang didapat sampai ke kas negara secara tepat, serta meminimalisasi 

oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan  sistem teknologi 

informasi. 
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Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan 

pelayanan publik dibidang perpajakan memanfaatkkan konsep e-goverment untuk 

mempermudah dan mengefisiensikan sistem administrasi perpajakan bagi wajib 

pajak. Konsep tersebut direalisasikan dengan pembaruan akses pelayanan 

perpajakan berbasis elektronik, seperti: e-Registration sebagai sistem pendaftaran 

NPWP, e-Filling sebagai sistem pelaporan pajak, dan e-Billing sebagai sistem 

pembayaran pajak. 

E-Billing menjadi sebuah terobosan baru dalam pelaksanaan pembayaran 

pajak berbasis elektronik dengan menggunakan kode Billing yang diterbitkan 

melalui sistem Billing (Pajak.go.id, 2016).  Penerapan e-Billing telah diuji coba 

oleh pemerintah sejak tahun 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

60/PMK.05/2011 tentang Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara 

Elektronik dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Masih didapati 

keterbatasan dan kendala dalam uji coba penerapannya, sehingga di tahun 2014 

menimbang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PKM.05/2014 tentang Sistem 

Penerimaan Negara Secara Elektronik yang menghimbau seluruh penerimaan 

negara harus terelektronisasi, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 

Peraturan Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik 

sebagai penetapan penerapan sistem pembayaran pajak. 

Penerapan pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing system 

ditahun 2015 dikatakan belum optimal, sehingga Direktorat Jenderal Pajak 

melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) masih menerima pembayaran manual melalui 
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Surat Setoran Pajak (SSP). Sampai pada Juli 2016 DJP mengeluarkan surat edaran 

Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran 

Pajak secara Elektronik yang meghimbau KPP / KP2KP tidak menerima 

pembayaran pajak secara manual melalui SSP. Dengan kata lain,  pelayanan 

pembayaran pajak melalui SSP berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. 

KPP Pratama Batang merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang 

menerapkan sistem pembayaran pajak secara modern, KPP Pratama Batang 

membawahi dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten 

Kendal yang memiliki kantor pembantu pelayanan pajak atau KP2KP Kendal. 

Berdasarkan penerimaan pajak dan kinerja pemungutan pajak serta adminitrasi 

pegawai maupun wajib pajak kedua kabupaten tersebut sepenuhnya berada pada  

tanggung jawab KPP Pratama Batang. Berikut data penerimaan pajak di KPP 

Pratama Batang : 

 
Gambar 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batang 

Sumber : Dashboard Penerimaan Pajak KPP Pratama Batang, data diolah 
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Gambar 1.2. menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak baik di 

Kabupaten Batang maupun di Kabupaten Kendal secara signifikan dari tahun 

2012-2015. Berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama 

Batang ditahun 2015 hanya mampu mencapai 80% dari target, penurunan 

penerimaan pajak juga terjadi ditahun 2016 dan hanya mampu mencapai 70% dari 

target yang telah ditentukan. Hal tersebut diindikasikan adanya penurunan 

penerimaan pajak di Kabupaten Kendal ditahun 2016. 

Tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi 

pemerintah akan berdampak pada output dan kepuasan masyarakat. Begitupun 

pelayanan yang diberikan dalam pengurusan perpajakan akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran  pajak. 

Kesadaran tersebut dapat diukur dari banyak sedikitnya jumlah pelapor dan 

pembayar pajak. Berikut adalah data jumlah wajib pajak yang telah melakukan 

pembayaran pajak di KPP Pratama Batang: 

Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran Pajak di KPP 

Pratama Batang  

Tahun 
WP Orang Pribadi WP Badan 

Total 
Kab. Batang Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Kendal 

2012 1329 1959 643 1104 5035 

2013 1371 1724 667 1078 4840 

2014 1842 1842 938 1282 5904 

2015 1353 1250 1103 1655 5361 

2016 1233 1624 1403 1166 5426 

2017 1595 1799 1284 1848 6526 

Sumber : Dashboard Penerimaan Pajak KPP Pratama Batang 
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Jumlah keseluruhan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di 

KPP Pratama Batang mengalami peningkatan yang signifikan. Namun penurunan 

terjadi di tahun 2015 yang diindikasikan adanya penurunan wajib pajak bayar 

orang pribadi. Berdasarkan jenis wajib pajak dan wilayahnya penurunan juga 

terjadi di tahun 2016-2017, baik dari jumlah jenis wajib pajak orang pribadi 

maupun wajib pajak badan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang 

lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1.1.. 

Gambar 1.2. dan tabel 1.1. yang dilihat berdasarkan total penerimaan pajak 

dan total jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pertahun terdapat 

ketidaksinkronan, terutama pada tahun 2015-2016 total jumlah wajib pajak yang 

melakukan pembayaran di KPP Pratama Batang mengalami kenaikan. Sedangkan 

penerimaan di tahun tersebut mengalami penurunan penerimaan pajak yang tidak 

mencapai target. Kondisi ini menyimpang dari anggapan bahwa semakin 

meningkat jumlah wajib pajak yang membayar pajak maka semakin meningkat 

pula penerimaan pajak disuatu negara (daerah) (Lubis, 2015). Ketidaksinkronan 

tersebut bersamaan dengan mulai diterapkannya sistem pembayaran pajak secara 

elektronik.  

Pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing system di KPP 

Pratama Batang sudah diterapkan sejak tahun 2015, sebelum pada akhirnya mulai 

diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Juli 2016. Berikut merupakan 

detail jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak menggunakan e-

Billing system di KPP Pratama Batang: 
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Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Billing System di KPP 

Pratama Batang  

Tahun Wajib Pajak Bayar Pajak Wajib Pajak menggunakan E-Billing 

2012 5035 - 

2013 4840 - 

2014 5904 - 

2015 5361 125 

2016 5426 4395 

2017 6526 6526 

Sumber :  MPN dan Dashboard Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batang 

 

Berdasarkan tabel 1.2. jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran 

pajak di KPP Pratama Batang dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan 

signifikan. Tahun 2012-2014 KPP Pratama Batang masih menggunakan sistem 

pembayaran pajak secara manual, mulai tahun 2015 KPP Pratama Batang 

menerapkan e-Billing system dalam pembayaran pajak dan hasilnya belum 

mencapai target keseluruhan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran 

pajak sampai pada pertengahan 2016 e-Billing system benar-benar diterapkan. Hal 

ini mengindikasikan masih adanya indikator yang mempengaruhi wajib pajak 

dalam membayar pajak menggunakan e-Billing system di KPP Pratama Batang. 

Penerapan e-Billing system menjadi satu-satunya cara untuk melakukan 

pembayaran pajak maka adanya tuntutan kepada wajib pajak untuk menyesuaikan 

prosedur tersebut tanpa menghiraukan latar belakang wajib pajak. Sehingga tidak 

menguasai teknologi dan menganggap rumit menjadi alasan keengganan wajib 

pajak dalam menggunakan e-Billing system (Yusdita, 2017). Hal tersebut 

menyebabkan wajib pajak memilih untuk mewakilkan kepada orang lain sebagai 

jalan keluar untuk pengurusan perpajakan. 
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Keengganan dan keluhan yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menjadi 

salah satu faktor terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Penerapan e-Billing system sebagai terobosan pembayaran pajak dengan mudah 

masih ditemui sandungan, diantaranya aduan dan keluhan masyarakat khususnya 

wajib pajak sebagai pengguna pelayanan e-Billing tersebut, seperti: 

Tabel 1.3. Pengaduan Layanan e-Billing System  

No Judul Laporan Laporan 

1. 
Kesulitan Mengakses 

Website Pajak (2015) 
http://sse.pajak.go.id tidak bisa diakses 

2. 
Tata Cara Pembayaran Pajak 

Secara Online (2015) 

Tidak bisa menjangkau sse.pajak.go.id 

karena belum mendapat email aktivasi 

3. 

Permintaan Informasi Terkait 

Sistem Pembayaran Pajak 

Secara Elektronik (2016) 

Bingung dalam mengisi nominal pada 

field jumlah setor karena penghasilan 

tidak tetap 

4. Penggunaan e-Billing (2016) 
Cara penggunaan sistem pembayaran 

pajak online kurang bisa dimengerti 

5. 
Website Pajak Sulit Diakses 

(2016) 

Website pajak (http://sse.pajak.go.id dan 

djponline.pajak.go.id sering bermasalah. 

6. 
Gagal Melakukan Registrasi 

SSE (2016) 

Registrasi e-Billing gagal karena salah 

memasukkan alamat email. 

7. 
Permasalahan Pembayaran 

Pajak (2016) 

Sse.pajak.go.id sering mengalami 

gangguan saat pembuatan kode Billing 

mulai dari log in sampai cetak kode 

Billing. Mohon diperbaiki. 

8. Error e-Billing (2016) 

- Saat registrasi muncul pesan user id 

sudah ada. Padahal belum melakukan 

sebelumya. 

- Muncul pesan data tidak ditemukan 

saat klik link aktivasi di email. 

- Tidak dapat ubah alamat email data 

pendaftaran e-Billing. 

- Login tidak berhasil. 

9 Gagal masuk sistem (2018) 
- Gagal masuk situs e-Billing pajak 

versi2 di http://djponline.pajak.go.id. 

10. 
Wajib pajak tidak dapat 

membayar pajak jenis jasa 

E-Billing versi1 tidak mampu membuat 

kode billing untuk NPWP 00.000.000.0-

http://sse.pajak.go.id/
http://sse.pajak.go.id/
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luar negeri (2017) XXX, sedangkan e-Billing versi2 susah 

diakses. 

11. 

Pendaftar baru DJP online 

tidak dapat mengakses e-

Billing (2017) 

link aktivasi yang dikirim ke email 

pendaftar tidak berfungsi dengan baik 

dan adanya penundaan pemrosesan 

aktivasi e-fin dari KPP tertentu. 

12. 
Kode NTPN PPN Tidak 

Terbaca (2019) 

Kode NTPN PPN tidak pernah terbaca, 

sedangkan e-Billing versi1 sudah tidak 

dapat diakses. 

13. 

Usulan menu konfirmasi 

NTPN pada sse2 dan sse3 

(2019) 

Perlunya tambahan menu konfirmasi 

NTPN pada sse2 dan sse3 seperti pada 

sse yang sudah tidak dapat dijangkau, 

karena menyulitkan wajib pajak untuk 

pelaporan PPN 

14. 
Pendaftaran e-Billing 

(2019) 

Tidak menerima email aktivasi, 

bagaimana cara mengetahui status 

pendaftaran. 

Sumber :  Lapor.go.id (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)  

dan epajak.org, data diolah 

Keluhan wajib pajak akan pelayanan e-Billing system dalam pembayaran 

pajak yang diberikan pemerintah masih ditemukan gap antara tujuan pemerintah 

dalam memudahkan pembayaran pajak dengan pelayanan yang diterima oleh 

wajib pajak. Hal tersebut selain dari sumber daya pengguna yaitu wajib pajak, 

keadaan sistem yang masih belum bisa diandalkan menjadi hal yang perlu 

diperhatikan dalam penerapan sistem berbasis elektronik. 

E-Billing system pada awalnya merupakan terobosan pembayaran pajak 

untuk memudahkan wajib pajak melalui kode Billing yang melalui laman yang 

sudah disediakan. Sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP/KP2KP 

terdaftar untuk mengisi surat setoran pajak. Penerapan e-Billing system di KPP 

Pratama Batang tidak terlepas dari beberapa kendala yang menghambat 

keefektifan penggunaannya.  



11 
 

 
 

Berdasarkan observasi awal pembayaran pajak menggunakan e-Billing 

system di KPP Pratama Batang masih menjadi hambatan wajib pajak dalam 

pembayaran pajak secara mudah. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam 

mengakses aplikasi dan keadaan sistem yang sering mengalami gangguan serta 

kualitas internet wajib pajak yang tidak stabil membuat wajib pajak sering tidak 

mau mengurus pembuatan kode Billing secara mandiri. Sehingga KPP Pratama 

Batang / KP2KP Kendal masih sering menerima permintaan pelayanan 

pembuatan kode Billing oleh wajib pajak.  

Mendapati keluhan wajib pajak dalam penggunaan e-Billing system guna 

pembuatan kode Billing, KPP Pratama Batang memberikan inovasi pelayanan 

pembuatan kode Billing dengan pelayanan melalui Whatsapp. Inovasi pelayanan 

ini dilakukan oleh KPP Pratama Batang untuk tetap mencapai keefektifan 

pelayanan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tetap bisa mendapat kode 

Billing tanpa harus datang ke Kantor pajak. Pelayanan tersebut mempermudah 

dan semakin diandalkan oleh wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Hal ini 

dikuatkan oleh ungkapan salah satu pegawai KPP Pratama Batang bagian AR 

(Account Representative) saat dilakukan observasi awal di KP2KP Kendal, Bapak 

Heri yang sedang bertugas di Wilayah Kendal: 

“... Wajib pajak wilayah Kendal masih sering kesulitan dalam pembuatan 

Kode Billing, selain kurang pahamnya mengakses teknologi kadang 

dikarenakan tidak punya fasilitas dan sinyal yang jelek apalagi di Wilayah 

bagian Boja, Pelantungan, Sukorejo (daerah Kendal atas). Dari pada 

mereka jauh-jauh datang kesini kadang mereka memesan kode Billing 

lewat WhatsApp tapi beberapa wajib pajak masih sering juga pada datang 

kesini minta buatin karena belum tau layanan ini ...”  

(Wawancara/11.05.2018) 
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Berdasarkan wawancara, masih seringnya ditemui wajib pajak yang 

terkendala dengan penggunaan e-Billling system terutama untuk pembuatan kode 

Billing. Sehingga wajib pajak lebih memilih untuk memanfaatkan pelayanan 

pembuatan kode Billing melalui petugas pajak daripada membuat secara mandiri.  

Pelayanan pembuatan kode Billing melalui Whatsapp di back up oleh 

pegawai KPP Pratama Batang bidang Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Adanya 

pelayanan tersebut menjadikan wajib pajak semakin memilih untuk mengandalkan 

petugas pajak dalam pembuatan kode Billing. Kondisi ini dirasakan oleh salah 

satu pegawai KPP Pratama Batang bidang Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Bapak 

Dody yang peneliti temui saat observasi awal di KPP Pratama Batang: 

“... Dengan adanya pelayanan kode Billing lewat whatshap, wajib pajak 

semakin tidak mau tau (ribet), seperti wajib pajak yang tidak punya email 

jadi tidak bisa akses. padahal kode Billing seharusnya dibuat sendiri untuk 

mempermudah pembayaran ... masih keberatan, kadang saya gantiin. Itu 

(permintaan pembuatan kode Billing) saja belum kepegang dari pagi 

karena saya juga mengerjakan ini (berkas) ...” (Wawancara, 8/1/2019) 

 

Berdasarkan wawancara dengan pegawai bidang Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan di KPP Pratama Batang yang berangggotakan 13 orang dengan 1 

Kepala Bidang, pelayanan pembuatan kode Billing melalui Whatsapp diback up 

oleh  dua orang anggota secara bergantian sehingga keterbatasan sumber daya 

manusia dalam memback up pelayanan tersebut dirasakan oleh pegawai 

khususnya bidang Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Selain mempunyai tanggungan 

menjaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mereka juga memiliki pekerjaan 

target. Hal ini menyebabkan pelayanan tersebut sering slow respon dalam 

melayani wajib pajak. 
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e-Billing system menjadi inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kemudahan bagi wajib pajak untuk pembayaran pajak sebagai upaya pencapaian 

keefektifan penerimaan negara. Campbell (1989) berpendapat bahwa untuk 

mengukur suatu efektivitas secara umum dapat menggunakan beberapa tolok 

ukur, seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan kepuasan terhadap 

program tersebut. E-Billing merupakan pemanfaatan sistem informasi dalam 

pembayaran pajak. DeLone & McLean (2003) menjelaskan bahwa kesuksesan 

sebuah sistem informasi dalam pelayanan dilihat dari seberapa efektif penggunaan 

sistem dalam mempermudah menjangkau kebutuhan pengguna melalui kualitas 

sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan 

manfaat yang diterima.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, keberhasilan e-Billing 

system tidak lepas dari masalah kualitas sistem sebagai sebuah sistem pelayanan, 

kualitas informasi yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak KPP 

Pratama Batang. Semakin banyak wajib pajak yang menggunakan e-Billing 

system secara mandiri maka semakin tepat sasaran pemerintah mengeluarkan e-

Billing system dalam mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, 

sehingga kepuasan dan manfaat dapat diterima langsung oleh wajib pajak sebagai 

pengguna. Masih seringnya wajib pajak yang mengandalkan petugas dalam 

pembuatan kode Billing di KPP Pratama Batang menandakan masih adanya 

kejanggalan dari penerapan e-Billing system dalam pembayaran pajak. Hal 

tersebut menjadi pertimbangan untuk mengetahui seberapa efektifkah e-Billing 

system bagi wajib pajak yang kemudian akan dijadikan penelitian dengan judul: 
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  “Efektivitas e-Billing System dalam Pembayaran Pajak  bagi Wajib Pajak di 

KPP Pratama Batang” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah adanya keluhan dari wajib pajak pengguna e-Billing 

system atas dukungan sistem yang belum optimal maupun dari sisi pengguna, dan 

wajib pajak lebih memilih mengandalkan petugas dalam pembuatan kode Billing 

daripada memproses sendiri. Selain itu, adanya penurunan jumlah wajib pajak 

yang melakukan pembayaran pajak berdasarkan jenis wajib pajak dan wilayah, 

serta penurunan penerimaan pajak yang tidak mencapai target di tahun tertentu di 

KPP Pratama Batang setelah diberlakukannya e-Billing system. 

1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah pada penelitian ini adalah menganalisis bagaimana 

efektivitas e-Billing system dalam pembayaran pajak dengan sasaran subjek 

penelitian adalah wajib pajak yang telah menggunakan e-Billing system secara 

mandiri di KPP Pratama Batang. 

1.4. Rumusan Masalah 

Layanan e-Billing system dalam pembayaran pajak masih dikeluhkan oleh 

wajib pajak khususnya dalam pembuatan kode Billing. Kendala penggunaan dan 

sistem yang sering mengalami gangguan membuat wajib pajak lebih memilih 

mewakilkan proses pembayaran pajak kepada orang lain. Hal tersebut membuat e-

Billing sebagai sistem pembayaran pajak belum dapat dikatakan efektif dalam 

penggunaannya, mengingat tujuan e-Billing untuk memudahkan pembayaran 



15 
 

 
 

pajak bagi wajib pajak. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas e-Billing system dalam pembayaran pajak bagi 

wajib pajak di KPP Pratama Batang?.  

2. Apa saja kendala penggunaan e-Billing system dalam pembayaran pajak 

bagi wajib pajak di KPP Pratama Batang?. 

1.5. Tujuan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitan dan pertanyaan penelitian yang sudah 

dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas e-Billing system bagi wajib 

pajak dalam melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Batang.  

2. Untuk mengetahui dan menemukan kendala penggunaan e-Billing system 

dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak di KPP Pratama Batang. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis  

1. Hasil dari penelitian tentang efektivitas e-Billing system dalam 

pembayaran pajak di KPP Pratama Batang dapat mengetahui keefektifan 

serta kendala bagi wajib pajak selaku pengguna e-Billing system. 

2. Menambah wawasan, informasi, dan kajian ilmu pengetahuan tentang 

sistem pembayaran pajak secara elektronik menggunakan e-Billing system. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

rujukan bagi KPP Pratama Batang dalam pelayanan pembayaran pajak. 
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2. Sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem dalam pelayanan pembayaran 

pajak, dan untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran positif bagi 

para penjabat yang berwenang untuk meningkatkan pelayanan perpajakan. 

1.7. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada 

fokus penelitian yaitu efektivitas e-Billing system dalam pembayaran pajak yang 

menyasar wajib pajak di KPP Pratama Batang dengan melihat efektivitas e-Billing 

system melalui ukuran umum yang telah ditetapkan Campbell (1989) dan 

memasukkan indikator model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean 

(2003). Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif persentase dan analisis 

interactive model oleh Milies dan Humberman (1984) untuk memperkuat hasil 

analisis serta kendala-kendala penggunaan e-Billing system yang dirasakan wajib 

pajak selaku pengguna dalam pembayaran pajak di KPP Pratama Batang.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Teori Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun daerah (Apriyansyah dkk., 2018). Moenir 

(1992) mendefinisikan bahwa pelayanan merupakan sebuah proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, sedangkan Freederiskon 

membedakan publik dalam berbagai perspektif, seperti: 

1. Perspektif pluralis, yaitu publik sebagai kelompok kepentingan, 

2. Perspektif pilihan publik, yaitu publik sebagai pemilih rasional, 

3. Perspektif perwakilan, yaitu publik sebagai pihak yang diwakilkan, 

4. Perspektif penerima layanan, yaitu publik sebagai pelanggan, dan 

5. Publik sebagai warganegara. 

Sebagai pelanggan atau customer dalam pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh birokrasi publik, Lipsky (1971) menyatakan bahwa peran 

birokrasi atau aparat pemerintah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan 

publik sebagai penyedia layanan atau dikenal dengan teori street level 

bureaucracy. Lipsky (1971)  mendefinisikan street level bureaucracy sebagai : 

“Public service worker who interact directly with citizen in the course of 

their jobs, who have substantial disrection in the execution of their work, 

… who grant access to government programs and provide services with 

them” 
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Teori street-level bureaucracy dikembangkan untuk menunjukkan 

interaksi yang erat antara aparat pelayanan publik dengan masyarakat yang 

dilayani. Lipsky (1971) menyatakan bahwa aparat merupakan kunci yang akan 

menentukan keberhasilan dan implementasi suatu kebijakan. Pada sektor publik, 

pelayanan yang diberikan pemerintah lebih bersifat politik dalam rangka 

pelaksanaan tujuan negara pada umumnya, yaitu menyejahterakan warganya. 

Sedangkan pada sektor swasta pertanggungjawaban produsen kepada konsumen 

bersifat ekonomis sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. 

Denhardt & Denhardt (2000) dalam konteks manajemen pelayanan publik 

telah mengemukakan aliran atau teori The New Public Service sebagai bentuk 

kritikan atas aliran The Old Public Administration dan aliran New Public 

Manajemen. Denhardt & Denhardt menjelaskan bahwa pelayanan publik tidak 

harus merespon permintaan „pelanggan‟, tetapi lebih fokus pada membangun 

hubungan baik melalui kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antar warga 

negara / masyarakat.  

Sehingga pada hakikatnya pelayanan publik merupakan kegiatan yang 

mencakup masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pemerintahan sebagai 

lembaga publik yang wajib memberikan pelayanan secara terbuka, efisien dan 

efektif serta bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
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Penjelasan mengenai pelayanan publik juga ditegaskan dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan bahwa pelayanan publik merupakan segala 

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah badan usaha milik 

negara maupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Moenir (1992) mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat yang membutuhkan guna mencapai tujuan. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan 

dari instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah yang diberikan atau 

dilakukan kepada masyarakat umum yang memerlukan tindakan untuk 

pemenuhan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan pelayanan mempunyai standar ukuran untuk dapat dikatakan 

baik atau tidak dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Pelayanan 

yang baik akan memberikan kepuasan bagi masyarakat penerima pelayanan 

(Apriyansyah dkk., 2018). Sebagai pemberi pelayanan publik, pemerintah dalam 

kinerjanya diharuskan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun unsur penting yang harus termuat dalam pelayanan publik berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, antara lain: 

1. Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 

publik, dalam hal ini adalah instansi pemerintah pusat ataupun daerah. 
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2. Pelaksana pelayanan publik adalah pegawai, pejabat, petugas, dan setiap 

orang yang bekerja di organisasi penyelenggara pelayanan publik. 

3. Penerima pelayanan dalam artian adalah masyarakat atau seluruh pihak 

yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Standar pelayanan merupakan tolok ukur dalam penyelenggaraan 

pelayanan sehingga menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. 

Pentingnya pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang bermacam-macam, sehingga pelayanan publik dibedakan menjadi beberapa 

bentuk. Berdasarkan Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 kegiatan pelayanan publik 

antara lain: 

1. Pelayanan administrasi,  

2. Pelayanan barang, dan  

3. Pelayanan jasa. 

Sedangkan Mahmudi (2011) mengklasifikasikan pelayanan publik menjadi 

1. Pelayanan kebutuhan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan 

bahan kebutuhan pokok, dan  

2. pelayanan umum yang meliputi pelayanan administratif, barang, dan jasa. 

Dengan demikian, E-Billing system merupakan bentuk pelayanan publik 

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana pelayanan publik 

dalam konteks perpajaka. Pembayaran pajak melalui e-Billing merupakan bentuk 

pelayanan publik umum yang berkutat pada administrasi pembayaran pajak. 
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2.1.2. Teori Atribusi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata atribusi sebagai 

pemahaman atas perilaku diri sendiri atau orrang lain berdasarkan pada persepsi 

dari diri : kualitas, karakter, atau kebennaran yang dianggap sebagai penyebab 

sesuatu. Darwati (2015) mendefinisikan bahwa teori atribusi menjelaskan sebab 

dari berbagai tindakan atau peristiwa yang menimpa diri dan orang lain. Teori 

Atribusi dikenalkan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku 

sesorang dapat ditentukan karena faktor internal (internal forces) atau 

disposisional dan faktor eksternal (internal forces) atau lingkungan.  

Menurut Heider pada atribusi internal, perilaku seseorang disebabkan oleh 

aspek pribadi (psikologis) seperti sifat, sikap, kemampuan dan motivasi. 

Sedangkan pada atribusi eksternal, perilaku disebabkan oleh unsur-unsur 

lingkungan seperti situasi tempat, kesulitan dalam pekerjaan dan lingkungan 

sekitar (Nurhayati & Kusmuriyanto, 2017).  

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan sikap 

penggunaan wajib pajak terhadap e-Billing system secara mandiri. Selain itu, teori 

atribusi digunakan untuk menjelaskan kendala-kendala penggunaan e-Billing 

system bagi wajib pajak. Karakteristik personal wajib pajak pada dasarnya 

merupakan faktor penentu dalam penggunaan e-Billing system disisi faktor 

eksternal yang berhubungan dengan sistem e-Billing tersebut. Sehingga teori 

atribusi relevan digunakan untuk menentukan sikap wajib pajak dalam 

menggunakan e-Billing system secara mandiri yang disebabkan oleh beberapa 

faktor.  
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2.1.3. Teori Kepuasan Konsumen 

Dalam perspektif ilmu ekonomi, teori kepuasan konsumen dikenal dengan 

teori utilitas (Utility theory) yang dijelaskan oleh Williams Stanley Jevons sebagai 

konsep dalam perilaku konsumen. Teori utility menjelaskan bahwa kepuasan 

konsumen akan diperoleh dari kegunaan suatu barang saat dikonsumsi sehingga 

akan mempengaruhi keputusan konsumen terhadap seberapa banyak komoditas 

yang akan dibeli. Utility berarti kesenangan, kepuasan, atau pemenuhan 

kebutuhan atas kegiatan ekonomi yang seseorang lakukan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan adalah mutu produk dan 

pelayanannya. Sedangkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dapat 

dilihat dari perilaku pelanggan selanjutnya. Jika pelanggan merasa puas, maka dia 

akan membeli kembali produk yang sama dan akan merekomendasikan kepada 

orang lain, namun jika tidak puas maka akan melakukan tindakan tidak kembali 

pada produsen (Suharsi dkk., 2012). Dalam hal ini, kepuasan wajib pajak terjadi 

ketika menggunakan e-Billing sehingga akan menentukan keputusan wajib pajak 

untuk menggunakan e-Billing (secara mandiri) untuk selanjutnya. 

Kotler & Keller (2009) mengemukakan bahwa kepuasan merupakan 

perasaan seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka, jika kinerja gagal memenuhi 

ekspekrasi, pelanggan akan tidak puas, dan jika kinerja sesuai dengan ekspektasi 

maka pelanggan akan puas dan senang. 
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2.1.4. Teori Technology Acceptance Model (TAM)  

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan pengembangan teori oleh 

Davis (1989) dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang merupakan teori 

tindakan reaksi dan persepsi penggunaan atas teknologi informasi. Theory of 

Reasoned Action (TRA) menghubungkan beberapa aspek, seperti:  

a. keyakinan (belief), 

b. sikap (attitude), 

a. kehendak (intention), dan  

b. perilaku (behavior) (Wibowo, 2008). 

Teori tersebut dikembangkan menjadi Technology Acceptance Model (TAM)  dan 

Davis (1989) hanya mengadopsi aspek “belief” dan “Attitude”. Davis (1989) 

menjelaskan bahwa perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh 

adanya kemudahaan penggunaan (ease of use) dan kebermanfaatan (usefulness). 

Dengan demikian, TAM merupakan teori untuk menjelaskan bagaimana individu / 

pengguna teknologi dapat menerima dan menggunakan teknologi, sehingga 

tercapainya tujuan pengguna dengan adanya teknologi informasi.  

TAM relevan untuk menjelaskan e-Billing system. Wajib pajak akan 

menerima dan memutuskan untuk menggunakan e-Billing system sebagai 

pelayanan proses pembayaran pajak apabila merasakan kemudahan dan 

kebermanfaatan. Kemudahan dan manfaat yang dirasa akan menimbulkan 

kepuasan tersendiri bagi wajib pajak, sehingga e-Billing system akan digunakan 

secara terus-menerus untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 
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2.1.5. Teori DeLone and McLean Information System Success Model 

Kesuksesan sistem informasi telah banyak diteliti dan salah satu penelitian 

yang mendapat perhatian khusus adalah DeLone dan McLean models. DeLone & 

McLean (1992) menjelaskan bahwa ukuran kesuksesan sistem informasi 

didasarkan pada kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information 

quality), penggunaan (use), kepuasan pemakai (user satisfaction), dampak 

individual (individual impact), dan dampak organisasi (organizational impact). 

Kualitas sistem dan kualitas informasi secara bersama akan mempengaruhi 

penggunaan dan kepuasan pemakai sehingga akan memberi dampak pada individu 

sebagai pengguna dan organisasi sebagai penyedia sistem informasi. 

Seiring berkembangnya penelitian di bidang sistem informasi, banyaknya 

kritik yang ditujukan kepada model kesuksesan DeLone & McLean (1992) 

menjadi alasan DeLone dan McLean untuk memperbarui penelitiannya dengan 

mengganti beberapa dimensi pada tahun 2003 melalui judul “The DeLone and 

McLean Model of Information System Succes: A Ten Year Update” yang 

menjelaskan bahwa kesuksesan sistem informasi dapat diukur dari aspek kualitas 

sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan 

(service quality), penggunaan / niat untuk menggunakan (use / intention to use), 

kepuasan pengguna (user satisfaction), dan manfaat (net benefit). Kualitas sistem, 

kualitas informasi, dan kualitas layanan secara bersama dapat mempengaruhi 

penggunaan dan kepuasan pengguna sehingga akan memberikan manfaat secara 

keseluruhan baik bagi pengguna maupun penyedia sistem informasi. 
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Apriyansyah dkk. (2018) menjelaskan bahwa kualitas sistem dapat diukur 

dari mudah tidaknya sebuah sistem dapat diakses. Kualitas sistem dikatakan baik 

apabila dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya sehingga dapat 

diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan pengguna. Kemudahan dalam 

menggunakan dan pengaksesan aplikasi e-Billing penting dalam mempengaruhi 

efektivitas e-Billing dalam pembayaran pajak. 

Baik tidaknya kualitas informasi dipengaruhi oleh kemampuan operator 

dalam menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat pengguna secara 

cepat dan tepat (Apriyansyah dkk., 2018). Kualitas informasi menjadi salah satu 

kunci kepuasan pengguna sistem terhadap sistem informasi yang disediakan, hal 

tersebut seperti pendapat Urbach & Muller (2012) yang menjelaskan bahwa: 

“The success dimension information quality constitutes the desirable 

characteristics of an IS’s output. An example would be the information an 

employee can generate using a company’s IS, ... Information quality is 

often seen as a key antecedent of user satisfaction”. 

 

Kualitas pelayanan diukur dari perilaku pelaksana pelayanan dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada. Dikatakan berkualitas 

apabila pelayanan yang diberikan bersifat aktual dan nyata, seperti memberikan 

sikap ramah dan tanggap dalam membantu masyarakat selaku penerima pelayanan 

ketika mengalami kesulitan dalam menerima pelayanan (Apriyansyah dkk., 2018).  

Penggunaan atau niat untuk menggunakan merupakan sikap seseorang 

dalam menerima dan memilih untuk menggunakan suatu produk. Penggunaan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah niat wajib pajak dalam menggunakan 

e-Billing system secara mandiri untuk proses pembayaran pajak. 
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 Sedangkan kepuasan pengguna merupakan tingkat kepuasan yang 

diterima pengguna setelah menggunakan suatu produk. Kepuasan pengguna 

berpengaruh positif terhadap kemudahan sistem untuk diakses maupun dipahami. 

Sehingga kepuasan pengguna merupakan tolak ukur atas berhasil tidaknya sebuah 

sistem pelayanan yang dibuat (Apriyansyah dkk., 2018). 

Manfaat merupakan keuntungan yang didapatkan atas adanya sistem 

informasi baik bagi masyarakat pengguna atau instansi yang menyediakan sistem 

informasi. Manfaat bersih dalam indikator model kesusksesan DeLoan & McLean 

(2003) mempunyai peran penting atas berhasilnya sebuah sistem informasi. 

Dengan demikian, manfaat bersih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dampak positif yang dirasakan oleh wajib pajak selaku pengguna e-Billing system 

dalam pembayaran pajak. 

2.1.6. Konsep Efektivitas 

Kata efektivitas berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu effective yang 

berarti sesuatu yang telah dilakukan dengan baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) menjelaskan bahwa kata “efektif” berarti dapat membawa hasil : berhasil 

guna (tentang usaha, tindakan). Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan 

program atau tujuan, yang menggambarkan seluruh input, proses, dan output yang 

mengacu pada hasil guna yang menyatakan sejauh mana tujuan telah tercapai.  

Keberhasilan suatu organisasi untuk dikatakan efektif diukur dari 

bagaimana organisasi, program atau kegiatan tersebut dapat mengimbangkan 

antara sasaran dan tujuan yang telah direncanakan dan sejauh mana telah tercapai.  

Sehingga tujuan efektivitas adalah untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah 
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program atau kegiatan dalam mencapai tujuan (kualitas, kuantitas, waktu) dan 

target suatu program (Apriyansyah, 2018). 

Efektivitas pada hakekatnya merupakan ukuran atas kesuksesan suatu 

usaha. Campbell (1989) dalam Firdaus (2016) berpendapat bahwa untuk 

mengukur efektivitas secara umum dan yang paling menonjol dapat menggunakan 

beberapa variabel, sebagai berikut: 

a) Keberhasilan Program 

Keberhasilan program ditinjau dari operasional dan mekanisme suatu kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan ditetapkan. Penelitian ini menggunakan ukuran 

keberhasilan program untuk melihat efektivitas e-Billing system dalam 

pembayaran pajak. 

b) Keberhasilan Sasaran 

Yaitu seberapa jauh output yang didapat untuk menuju tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada penelitian ini keberhasilan e-Billing system digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh e-Billing system digunakan oleh wajib pajak secara 

mandiri guna mencapai salah satu tujuannya yaitu mempermudah pembayaran 

pajak. 

c) Kepuasan terhadap Program 

Kepuasan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna. Semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna 

maka semakin baik kualitas program tersebut. Sehingga ukuran ini digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar kepuasan dan manfaat 

yang dirasakan wajib pajak dengan adanya e-Billing system. 
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d) Tingkat Output dan Input 

Perbandingan antara input dengan output, dikatakan efisien apabila nilai output 

lebih besar daripada input yang digunakan, sebaliknya dikatakan tidak efisien 

apabila output yang didapat tidak melebihi dari input yang dikeluarkan. 

e) Pencapaian Tujuan Menyeluruh 

Ukuran sejauh mana suatu organisasi / kegiatan / program mencapai tujuan dari 

yang telah ditetapkan dengan melihat output atau hasil secara menyeluruh. 

2.1.7. Konsep E-Government 

Pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel yang diterima oleh 

masyarakat merupakan harapan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan 

publik. Adanya tuntutan masyarakat dalam pengadaan pelayanan publik yang 

mudah dan terpercaya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam 

menyempurnakan sistem pelayanan publik dari sisi kinerja maupun prosedur. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh 

besar bagi berbagai sektor, terutama dalam peningkatan kinerja pelayanan publik 

guna tercapainya good governance (Nugraha, 2018). 

Transformasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi dilakukan 

pemerintah dalam upaya mencapai keseimbangan perkembangan informasi dan 

teknologi, salah satunya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat 

atau dikenal dengan terminologi e-government (Akadun, 2009). Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-

government menjadi dasar hukum untuk pemerintah dalam memberikan 

pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
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Sedangkan diterbitkannya Instruksi Presiden mengacu pada beberapa 

pertimbangan, diantaranya: 

1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi 

pemanfaatannya secara luas akan membuka peluang bagi pengaksesan, 

pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar 

secara cepat dan akurat; 

2. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien 

diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government; 

4. Diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak kelembagaan 

pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga perlu dikeluarkannya instruksi 

Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-

government secara nasional. 

Pada dasarnya e-government  merupakan pemerintahan berbasis elektronik 

dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Akadun 

(2009) mengungkapkan bahwa: 

E-goverment pada dasarnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah 

serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan cara 

menyediakan sarana pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan 

yang baik.  

 



30 
 

 

Adminitrasi berbasis elektronik atau e-government merupakan bentuk 

pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai 

upaya pencapaian tujuan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan (Habibullah, 

2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-goverment merupakan 

langkah perubahan paradigma dalam peningkatan kinerja manajemen dan 

pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai upaya tercapainya good governance. 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tujuan dari 

pengembangan e-government adalah “Upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif”. Tujuan 

dibangunnya konsep e-government adalah untuk merevitalisasi kinerja 

pemerintahan dengan tujuan agar tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi secara 

tepat dan cepat terutama dalam pelayanan publik. 

Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 dalam membentuk Dewan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional  (Detiknas) merupakan wujud dari 

upaya pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan e-government disamping 

dengan telah dikeluarkannya beberapa panduan penyelenggaraan sistem ditahun 

2003. E-government diharapkan menjadi salah satu terobosan dalam memperbaiki 

hubungan baik antara pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pemerintah, 

maupun pemerintah dengan dunia usaha.   

Wardiningsih (2009) menjelaskan secara detail bahwa manfaat dari 

penerapan konsep e-government dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi 



31 
 

 
 

kinerja aparatur dalam proses pemerintahan melalui kontrol, transparansi, dan 

akuntabilitas. E-government juga dapat memberdayakan masyarakat melalui 

penciptaan masyarakat baru paham teknologi dan mampu mengantisipasi 

perubahan global. Adapun dampak fisik dari adanya e-government juga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, 

terutama dalam sektor perpajakan. 

Pelayanan e-government pada dasarnya merupakan pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi 

untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Hardono (2016) menjelaskan 

bahwa jenis pelayanan e-government terbagi menjadi tiga, diantaranya: 

1. Publikasi 

Merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk 

menyediakan dan membagikan informasi dengan mengandalkan sistem 

informasi. 

2. Interaksi 

Hardono (2016) menjelaskan bahwa dalam tahap ini adanya penyediaan 

layanan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara 

pengakses dan pemerintah sebagai penyedia layanan. Pelayanan ini sebagai 

upaya penyampaian aspirasi masyarakat selaku penerima layanan kepada 

penyelenggara pelayanan. 
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3. Transaksi 

Merupakan pelayanan yang terjadi didalam jenis pelayanan interaksi, dengan 

adanya pembayaran atau perpindahan uang guna pembayaran pelayanan yang 

diberikan.  

Dengan demikian, e-Billing system merupakan salah satu bentuk pelayanan e-

government jenis transaksi yang berkutat pada pelayanan pembayaran pajak 

dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. 

2.1.8. Sistem Informasi Manajemen 

Implikasi dari adanya konsep e-government adalah dibentuknya sistem 

informasi manajemen. Apriyansyah dkk. (2018) menjelaskan bahwa pengertian 

dari sistem merupakan suatu jaringan yang menghubungkan prosedur-prosedur 

untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencapai dan melakukan suatu sasaran. 

Informasi merupakan sebuah olahan data yang dapat disampaikan oleh seseorang / 

kelompok untuk digunakan lebih bermanfaat.  

Apriyansyah dkk. (2018) mengungkapkan bahwa bergunanya suatu 

informasi diukur dari kebermanfaatanya yang lebih efektif daripada biaya dalam 

mendapatkannya. Bermanfaat tidaknya suatu informasi tergantung pada tingkat 

kebutuhan penerima informasi tersebut. Nurwindiarti (2016) menyatakan bahwa 

kualitas informasi dapat diukur melalui akurat tidaknya suatu informasi, ketepatan 

waktu informasi, dan revelan tidaknya informasi. Dengan demikian, pengertian 

dari sistem informasi adalah sebuah sistem yang dapat menyediakan informasi 

sehingga dapat diambil manfaatnya.  
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Perlunya kegiatan manajemen untuk mencapai kegiatan yang lebih terarah, 

seperti: melakukan perencanaan sebelumnya, pengorganisasian, pengaturan 

karyawan, kepemimpinan dan melakukan pengontrolan. Sistem informasi sangat 

dibutuhkan untuk bentuk pemerintahan saat ini yang telah menerapkan konsep e-

government. Apriyansyah (2018) menyatakan bahwa salah satu manfaat adanya 

sistem informasi adalah dapat meningkatkan akses dalam memberikan data yang 

cepat, tepat waktu, dan akurat bagi penggunannya serta mampu menyediakan 

sistem infomasi yang kritis berkualitas, terampil, dan bermanfaat. 

2.1.9. Pajak 

Supramono & Damayanti (2015) menjelaskan bahwa pajak merupakan 

suatu iuran kepada kas negara secara paksaan berdasarkan Undang-Undang tanpa 

adanya timbal balik secara langsung untuk pembayaran pengeluaran negara secara 

umum. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran wajib dari rakyat kepada negara 

tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum mendatang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Pajak sebagai iuran yang diwajibkan kepada masyarakat oleh negara 

memiliki beberapa tiga fungsi utama, sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan 

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk pembiayaan belanja 

pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak yang selalu 

mampu menduduki porsi terbesar dalam pendapatan negara dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. 
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2. Fungsi Mengatur 

Pajak juga berfungsi sebagai (regulair) atau sebagai pengendali dalam  

melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa “Wajib Pajak merupakan orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak”. 

Dengan demikian, wajib pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi dan 

wajib pajak badan.  

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki 

penghasilan melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah 

ditentukan. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan sesuai ketentuan 

diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menaati 

perpajakan. Sedangkan wajib pajak badan adalah perusahaan milik perseorangan 

maupun pemerintah yang diwajibkan membayar kontribusi dari sebagian 

penerimaannya sesuai dengan ketentuan dengan catatan badan usaha tersebut 

sudah mendaftarkan diri atau memiliki NPWP.  

Sedangkan sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Official Assesment System 

Yaitu pemberian wewenang pemungutan pajak kepada fiskus. Pemberian 

wewenang sepenuhnya dalam menghitung dan memungut pajak terutang setiap 

tahunnya kepada petugas perpajakan. Sehingga berhasil tidaknya pemungutan 

pajak bergantung pada peran fiskus / petugas pajak. 
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2. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

dalam memungut, memotong, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukanlah petugas pajak maupun 

wajib pajak. Sistem ini pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1968-1983. 

3. Self Assessment System 

Sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam 

menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan sendiri 

atas pajak terutang. Sehingga kunci keberhasilan perpajakan berada di tangan 

wajib pajak.  

2.1.10. E-Billing System 

Apriyansyah dkk. (2018) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi 

informasi melalui pemanfaatan jaringan internet akan dapat diakses oleh semua 

orang dalam memperoleh informasi sesuai kebutuhan. Keadaan tersebut semakin 

memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi akurat dan cepat.  

Sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing system 

menjadi bentuk nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan 

perpajakan sebagai pengoptimalan penerimaan negara. E-Billing sudah diuji 

cobakan sejak tahun 2011 melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 

60/PMK.05/2011 tentang Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara 

Elektronik. Peraturan kembali disempurnakan oleh DJP melalui peraturan Nomor 

PER-26/PJ/2014 dan mulai diterapkan tahun 2015. Penerapan masih dikatakan 

belum optimal dikarenakan DJP masih menerima pembayaran pajak secara 
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manual sehingga pada tahun 2016 tepatnya bulan Juli DJP mengeluarkan surat 

edaran Nomor SE-11/PJ/2016 untuk mempertegas penerapan e-Billing system 

dalam pembayaran pajak pada KPP / KP2KP di Indonesia dan tidak menerima 

pembayaran melalui surat setoran pajak.  

Inti dari pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing system 

terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan kode Billing dan pembayaran kode 

Billing. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 5 

menjelaskan bahwa kode Billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan 

melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran oleh wajib pajak. Sistem e-

Billing pada dasarnya merupakan laman web yang telah disediakan oleh  

Direktorat Jendral Pajak melalui alamat https://sse.pajak.go.id, 

https://sse2.pajak.go.id dan https://sse3.pajak.go.id atau dengan  alamat 

https://billing-djp.intranet.pajak.go.id yang harus terhubung dengan koneksi 

intranet DPJ. Melalui sistem ini wajib pajak tidak akan mengeluh karena keribetan 

atau antre panjang untuk memproses pembayaran pajak. 

Gangguan sistem dan kurangnya pemahaman pengguna merupakan hal 

wajar dalam penerapan pelayanan berbasis elektronik. Oleh karena itu DJP 

menawarkan berbagai layanan dalam pembuatan kode Billing melalui: 

1. Twitter 

Pelayanan pembuatan kode Billing melalui aplikasi sosial media twitter dengan 

alamat @kring_pajak. Tata cara dalam menggunakan pelayanan pembuatan 

kode Billing melalui twitter wajib pajak harus mengikuti terlebih dahulu, 

https://sse.pajak.go.id/
https://sse2.pajak.go.id/
https://sse3.pajak.go.id/
https://billing-djp.intranet.pajak.go.id/
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mention satu kali dengan mencantumkan hastag #KodeBilling, DJP akan 

membalas dan Direct Message (DM) kepada akun wajib pajak tersebut. 

2. Kring Pajak 

Pelayanan pembuatan kode Billing dengan cara menelpon 1500200, layanan ini 

dikenakan tarif normal dan hanya untuk wajib pajak jenis orang pribadi. 

3. Live Chat 

Pelayanan pembuatan kode Billing yang melalui alamat web www.pajak.go.id 

atau pengaduan.pajak.go.id. Wajib pajak yang sudah mengunjungi web 

tersebut dapat mengeklik logo Live Chat di sudut kanan bawah, pilih layanan 

Lupa E-FIN, Billing, dan isi field yang tersedia, submit, tungu sampai petugas 

melayani. 

4. SMS ID Billing 

Wajib pajak yang dapat menjangkau layanan ini adalah pengguna Telkomsel. 

Pelayanan ini dikenakan biaya akses Rp. 250 ditambah Rp. 550 bila layanan 

berhasil. Dengan menelpon *141*500# lalu pilih nomor 2, pilih Buat Kode 

Billing, ikuti setiap field yang tersedia, dan tunggu balasan dari Ditjen Pajak. 

5. Costumer Service / Teller Bank dan Kantor Pos 

Layanan ini masih bisa menggunakan sistem manual, wajib pajak terlebih 

dahulu mengisi di SSP manual sebanyak 4 rangkap  dan menyerahkan kepada 

CS / Teller Bank / Pos.  

6. Internet Banking 

Cara dan layanan pembuatan kode Billing ini diberikan berdasarkan prosedur 

masing-masing bank tertentu yang telah ditunjuk DJP dalam melayani 

http://www.pajak.go.id/
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pembuatan kode Billing. Adapun internet banking untuk personal dapat melalui 

Bank BRI, sedangkan internet banking corporate dapat melalui Bank BRI, 

Bank BNI, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank BCA, dan Maybank ID. 

7. KPP / KP2KP 

Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dan KP2KP diseluruh Indonesia 

menyediakan computer khusus guna meningkatkan efektivitas pelayanan 

pembuatan kode Billing. Layanan ini gratis dan bersifat self-service. Wajib 

pajak cukup mengakses laman intranet https://billing-djp tanpa harus login. 

8. ASP 

Atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP untuk memudahkan wajib 

pajak dalam mengakses pembuatan kode Billing, alamat jasa aplikasi tersebut 

antara lain: www.online-pajak.com, www.pajakku.com, Efilling.bri.co.id, 

www.spt.co.id, Aspbni.bni.co.id,  Klikpajak.id. 

Setelah wajib pajak membuat atau menerima kode Billing, maka 

selanjutnya adalah menyerahkan kode Billing tersebut ke bagian penerima 

pembayaran pajak. Seperti layanan pembuatan kode Billing yang dapat mudah 

diakes, maka pembayaran kode Billing juga mempunyai banyak penawaran, 

antara lain melalui: 

1. Teller Bank / Kantor Pos, dengan menunjukkan kode Billing wajib pajak 

akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).  

2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Internet Banking yang disediakan oleh 

bank tertentu, Mobile Banking yang dapat diakses melalui handphone. 

https://billing-djp/
http://www.online-pajak.com/
http://www.pajakku.com/
http://www.spt.co.id/
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3. Mini ATM yang tersedia disetiap kantor pelayanan pajak. Fasilitas ini 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di KPP / KP2KP seluruh 

Indonesia untuk mengefektifkan pembayaran kode Billing. 

Adapun keuntungan yang ditawarkan e-Billing system, diantaranya: 

1. Lebih Mudah 

Wajib pajak tidak perlu mengisi dan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) 

lagi untuk melakukan proses pembayaran pajak. Wajib pajak cukup 

menunjukkan kode Billing dan melakukan pembayaran melalui Internet 

Banking /ATM yang dapat ditemui dimanapun. 

2. Lebih Cepat 

Melalui  kode Billing akan memudahkan teller dalam memasukkan 

informasi perpajakan. Wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk 

proses perekaman data perpajakan. 

3. Lebih Akurat 

Adanya e-Billing system akan meminimalisasi kesalahan entry data oleh 

teller karena data yang akan muncul adalah data yang telah wajib pajak 

input sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar. 

Pembayaran pajak menggunakan e-Billing system mengharuskan wajib 

pajak untuk melakukan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pendaftaran akun Billing di situs resmi Direkrotat Jenderal Pajak. 

2. Pembuatan kode Billing di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Menyetor utang pajak ke Bank / Kantor Pos dengan membawa kode Billing 

atau melakukan sendiri melalui internet banking ataupun melalui ATM. 
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2.2. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi penunjang penelitian ini adalah: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Metode dan Hasil Penelitian 

1. Agustina, Indri (2017). 

Inovasi Pelayanan 

Pembayaran Pajak 

Secara Elektronik (e-

Billing) di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

pembayaran pajak dengan inovasi e-Billing 

sudah berjalan baik dengan lebih cepatnya 

proses pembayaran dengan birokrasi yang lebih 

sederhana, masih ditemukan kurangnya 

pemahaman wajib pajak dan minat dalam 

memanfaatkan sarana e-Billing sendiri. Selain 

itu sumber daya aparatur dalam pendampingan  

dan kemampuan, dan kemauan  wajib pajak 

yang masih kurang, serta sarana internet yang 

sering trouble menjadi faktor yang 

mempengaruhi inovasi e-Billing system.  

2. Farhiyah, Laily 

Tamimi, Fanida, Eva 

Hany (2017). 

Efektivitas Sistem 

Informasi Layanan 

Sidoarjo Maternal 

Neonatal Emergency 

SMS Gateway 

(SIMANEIS) Di Rumah 

Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo. 

Menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Hasil menjelaskan pengukuran efektivitas 

Simaneis melalui sub variabel :  kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan, 

penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat 

bersih dikatakan sangat efektif. Berdasarkan 

hasil penelitian indikator penggunaan memiliki 

persentase paling rendah, hal ini disebabkan 

karena jauhnya lokasi perujuk dan adanya 

pergantian perujuk, serta adanya ketidaktahuan 

penggunaan akan beberapa fitur untuk 

menggunakan layanan Simaneis. 
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3. Apriyansyah, Isnaini 

Maullidina, Eko Priyo 

Purnomo (2018). 

Efektivitas Sistem 

Informasi Desa (SID) 

dalam Pelayanan Publik 

di Desa Dlingo, 

Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul. 

Metode penelitian menggunakan deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

Sistem Informasi Desa yang diterapkan di Desa 

Dlingo sebagai pelaksana pelayanan publik 

sudah efektif  dengan kualitas informasi yang 

memudahkan data, kualitas pelayanan yang 

diberikan pegawai pemerintahan desa, kualitas 

sistem yang mudah, sehingga didapati kepuasan 

pengguna dan manfaat yang dirasakan 

masyarakat, namun masih kurangnya sumber 

daya manusia dalam mengola sistem tersebut 

mengharuskan adanya pelatihan lebih lanjut 

untuk mendukung pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih baik.  

4. Yusdita, Elana Era 

(2017). Studi Interpretif 

untuk Memahami 

Perilaku Keengganan 

Menggunakan e-Billing.  

 

Menggunakan metode interpretif dengan 

fenomenologi transendental. Fokus informan 

adalah wajib pajak yang sudah mengetahui 

sistem perpajakan online namun enggan 

menggunakannya. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa keengganan wajib pajak menggunakan 

e-Billing dipicu karena wajib pajak tidak 

menguasai teknologi, kerumitan tata cara 

perpajakan dan pengalaman masa lalunya 

menghadapi oknum pajak membuat wajib pajak 

tidak mau mempelajari cara menggunakan 

sistem pajak yang terelektronisasi. Sehingga 

saran dari penelitian ini perlunya pertimbangan 

pemerintah dalam sistem pembayaran manual 

untuk melayani wajib pajak yang tidak 

menguasai e-Billing. 
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5. Farizi, Musyafa Al 

(2018). Model 

Kesuksesan Sistem 

Informasi Delone dan 

Mclean untuk 

Mengukur Kesuksesan 

Sistem Modernisasi 

perpajakan E-Billing 

Menurut Wajib Pajak 

Badan Kota Semarang 

Penelitian menggunakan pendekatan model 

D&M dengan metode analisis kuantitatif. Data 

diperoleh dengan kuesioner dan wawancara 

kepada sampel wajib pajak badan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan 

dan sistem e-billing dianggap kurang baik, hal 

tersebut dirasakan karena sistem sering trouble 

ketika proses registrasi. Sedangkan faktor lain 

sudah diangggap  baik. 

6. Nurhayati, 

Kusmuriyanto (2017) 

Factor Affecting 

Taxpayers Satisfaction 

of E-Billing System 

Users 

Metode menggunakkan analisis statistik 

deskriptif dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan kepuasan wajib 

pajak dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan 

kualitas informasi. Sistem e-Billing sudah 

memudahan wajib pajak dalam perpajakan, 

namun belum ramah penggunaan, sehingga 

kesalahan ketika menggunakan mempengaruhi 

kepuasan wajib pajak. Wajib pajak menilai 

keakuratan kualitas informasi masih kurang, 

kualitas pelayanan petugas tidak cepat dan 

responsif. 

7. Firdaus, Khonita (2016) 

Efekivitas Layanan 

Mobile Application 

“mLibrary” di 

Perpustakaan 

Universitas Gadjah 

Mada 

Metode deskriptif kuantitatif dengan ukuran 

efektivitas menurut Campbell (1989) yaitu 

keberhasilan program, keberhasilan sasaran 

yang dituju, kepuasan terhadap program, 

tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan 

menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa layanan “mlibrary” di perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada efektif. 
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8.  Yusup, Maulana., 

Hardiyana, Aan., 

Sidharta, Iwan. (2015) 

User Acceptance Model 

on E-Billing Adoption: 

A Study of Tax Payment 

by Government 

Agencies 

Metode yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Dengan sampel pegawai dari 17 

industri di Bandung menghasilkan bahwa 

pengalaman wajib pajak mempengaruhi 

penggunaan e-Billing, Kemudahan sistem e-

Billing belum dapat menetapkan sikap 

penggunaan e-Billing system oleh wajib pajak. 

Adanya e-Billing system lebih memudahkan 

pembayaran pajak, meskipun harus disertai 

kondisi dan fasilitas untuk mendukung sistem. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap 

wajib pajak dalam menggunakan e-Billing 

didukung oleh aspek kebermanfaatan yang 

didapat dari e-Billing system. 

 

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu: 

1.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agustina (2017) adalah metode 

analisis yang digunakan. Pada penelitian ini metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase, sedangkan 

penelitian Agustina menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan 

lainnya adalah penggunaan variabel. Penelitian Agustina (2017) menggunakan 

variabel relative advantage (keunggulan relatif), compability (kesesuaian), 

complexity (kerumitan), dan observability (kemudahan diamati) untuk 

mengukur inovasi e-Billing. Sedangkan pada penelitian ini ukuran yang 

digunakan antara lain keberhasilan e-Billing system, keberhasilan sasaran, dan 

kepuasan terhadap e-Billing system untuk mengukur efektivitas e-Billing 

system. 
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2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Farhiya & Fanida (2017) adalah 

pada kasus yang diteliti. Penelitian Farhiya & Fanida (2017) meneliti 

efektivitas sistem informasi layanan dalam pemesanan rujukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sidoarjo, sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas e-Billing 

system dalam pembayaran pajak. 

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Apriyansyah dkk. (2018) adalah 

metode analisis yang digunakan. Penelitian Apriyansyah dkk. (2018) 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Perbedaan lainnya pada kasus 

yang diteliti, penelitian Apriyansyah dkk. (2018) meneliti tentang efektivitas 

sistem informasi desa dalam pelayanan publik, sedangkan penelitian ini 

meneliti efektivitas e-Billing sistem dalam pembayaran pajak. 

4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yusdita (2017) adalah pada metode 

dan analisis yang digunakan, penelitian Yusdita (2017) menggunakan metode 

intepretif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

populasi sampel dan analisis kuantitatif deskriptif persentase.  

5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Farizi (2018) adalah ukuran yang 

digunakan. Penelitian Farizi (2018) menggunakan ukuran model kesuksesan 

sistem informasi DeLone & McLean sebagai ukuran utama untuk mengukur 

kesuksesan e-Billing system, sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran 

model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean sebagai indikator 

ukuran utama. 
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6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurhayati & Kusmuriyanto (2017) 

adalah pada analisis yang digunakan. Penelitian Nurhayati & Kusmuriyanto 

(2017) menggunakan analis statistik deskriptif dan analisis regresi linier 

berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

persentase. Perbedaan lainnya adalah pada kasus penelitian. Penelitian 

Nurhayati & Kusmuriyanto (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan wajib pajak terhadap e-Billing system, sedangkan penelitian ini 

meneliti efektifitas e-Billing system bagi wajib pajak. 

7. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Firdaus (2016) adalah pada kasus 

yang diteliti. Penelitian Firdaus (2016) menggunakan ukuran efektivitas 

Campbell (1989) untuk mengukur efektivitas layanan mLibrary di 

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, sedangkan penelitian ini menggunakan 

ukuran efektivitas Campbell (1989) untuk mengukur efektivitas e-Billing. 

8. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yusup dkk. (2015) pada metode 

analisis yang digunakan. Penelitian Yusup dkk. (2015) menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi, sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis kuantitatif dengan deskriptif persentase. Perbedaan lain 

pada ukuran penelitian yang digunakan. Yusup dkk. (2015) menggunakan 

ukuran kemudahan penggunaan, norma subjektif, kegunaan, sikap untuk 

mengetahui  niat wajib pajak dalam menggunakan e-Billing system, sedangkan 

penelitian ini mengadopsi ukuran efektivitas dari Campbell (1989) untuk 

mengukur efektivitas e-Billing system dalam pembayaran pajak bagi wajib 

pajak. 
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2.3. Kerangka Berfikir 

Berawal dari sistem pelayanan pembayaran pajak yang dinilai lama dan 

rumit, penerapan pembayaran pajak secara elektronik menjadi terobosan 

pemerintah dalam perbaikan kinerja dan pelayanan yang efektif dan efisien, 

khususnya bagi wajib pajak. Penerapan pembayaran pajak secara elektronik 

melalui e-Billing system yang salah satu tujuannya untuk memudahkan 

pembayaran pajak bagi wajib pajak masih ditemui sandungan masalah dan 

keluhan yang dirasakan wajib pajak sebagai pengguna.  

Melalui ukuran efektivitas menurut Campbell (1989) dengan indikator 

model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (2003) penelitian ini 

bermaksud untuk mengukur efektivitas e-Billing system dalam pembayaran pajak 

bagi wajib pajak, dan mencari tahu kendala-kendala apa saja yang menghambat 

wajib pajak dalam penggunaan e-Billing system, sehingga akan menjadi masukan 

dalam upaya peningkatan pelayanan pembayaran pajak di KPP Pratama Batang. 

Dengan demikian, kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

Masalah dan keluhan wajib pajak  

dalam pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing) 

 

 DeLone & McLean Models  (2003):  

 Kualitas sistem   

 Kualitas informasi 

 Kualitas layanan 

 Penggunaan 

 Kepuasan Pengguna 

 Manfaat 

Efektivitas penggunaan e-Billing system dalam pembayaran pajak  

di KPP Pratama Batang 

Penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing system 

 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2014)  

Masalah sistem : Ketidakstabilan sistem yang sering down ketika wajib pajak 

menggunakan e-Billing system untuk pembayaran pajak.  

Masalah penggunaan : Kemampuan wajib pajak dalam mengakses  e-Billing 

system  dan sarana internet yang kurang mendukung membuat wajib 

pajak memutuskan  memesan kode Billing kepada petugas. 

 

Peningkatan pelayanan pembayaran pajak di KPP Pratama Batang 

Kendala-kendala penggunaan e-

Billing system bagi wajib pajak  di 

KPP Pratama Batang 

Kinerja pelayanan sistem perpajakan 

Ukuran efektivitas e-Billing System  

(Campbell (1989)):  

Keberhasilan e-Billing system 

Keberhasilan sasaran 

Kepuasan terhadap e-Billing system 
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BAB V 

PENUTUP 

3.1.  Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Efektivitas e-Billing system dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak di KPP 

Pratama Batang melalui subjek penelitian wajib pajak yang pernah 

menggunakan e-Billing secara mandiri masih kurang efektif. Hal ini 

dikarenakan kurang efektifnya ukuran keberhasilan e-Billing system dari sisi 

kualitas sistem yang masih sering mengalami gangguan dan informasi yang 

belum terhindar dari kesalahan, serta masih kurang efektifnya keberhasilan 

sasaran dikarenakan rendahnya tingkat penggunaan e-Billing system oleh wajib 

pajak secara mandiri. 

2. Kendala-kendala wajib pajak dalam menggunakan e-Billing system meliputi, 

kendala internal yang berhubungan dengan sumber daya wajib pajak yaitu 

kemampuan berteknologi, kesadaran wajib pajak, ketelitian wajib pajak, dan 

kendala eksternal yang berasal dari luar kendali wajib pajak, yaitu server down, 

keterbatasan fasilitas, ketidakstabilan koneksi internet wajib pajak.  
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3.2. Saran 

Berdasaran simpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perlunya perhatian terhadap kualitas sistem e-Billing oleh Direktorat Jenderal 

Pajak sebagai pengelola sistem mengingat sistem yang sering down, seperti 

menerapkan tanggal batas pembayaran berdasarkan jenis pajak untuk 

meminimalkan penggunaan padat oleh wajib pajak.  

2. Perlunya pemberian sosialisasi baik secara materi maupun praktik, pemberian 

pengetahuan tentang jenis pajak dan jenis setoran serta pemberian arahan 

kepada wajib pajak agar bertindak teliti dalam mengisi Surat Setoran 

Elektronik (SSE) pada e-Billing system untuk meminimalkan kesalahan dan 

pengulangan pembuatan kode Billing. 
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